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Abstrak
 

Dalam dunia notaris, seringkali notaris dijadikan pihak yang terlibat dalam perkara bidang hukum perdata

maupun pidana, menyangkut akta otentiknya yang dibuatnya. Penilaian terhadap hal tersebut, didasarkan

kepada kode etik profesi notaris dan juga peraturan jabatan dengan melihat adanya unsur-unsur kesalahan,

dimana dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah sebagaimana diatur pada pasal 66 UUJN. MPD

merupakan benteng terakhir yang memberikan atau menolak ijin pemanggilan dan pemeriksaan oleh

penyidik,penuntut umum dan hakim atas diri seorang notaris. Perlidungan hukum bagi notaris diperlukan

dalam hal tersebut di atas untuk menjaga keluhuran dan martabat notaris dalam melaksanakan tugas dan

jabatannya sebagai pejabat publik yang menjalankan tugas negara dalam bidang hukum perdata. Tujuan

penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kewenangan khusus MPD dalam pasal 66 UUJN dan

perlidungan jaminan hukum bagi notaris yang diloloskan diperiksa dalam peradilan. Tulisan ini

menggunakan metode penelitian normatif. Setelah melakukan penelitian dan analisa maka penulis

menyimpulkan bahwa undang-undang tidak mengatur secara khusus mengenai perlidungan hukum jika

notaris diloloskan untuk diperiksa dalam proses peradilan, akan tetapi notaris dapat menggunakan hak

ingkarnya dan juga bila merasa dirugikan haknya dapat melakukan upaya hukum gugatan ke peradilan tata

usaha negara (TUN). Hasil penelitian menyarankan bahwa haruslah ada persamaan pandangan dan

pemahaman antara MPD sebagai pengawas dan penyidik, penuntut umum dan hakim sebagai pemeriksa

dalam memaknai tugas dan wewenang notaris sebagai pejabat umum serta Upaya hukum yang dapat

dilakukan oleh Notaris terhadap keputusan yang meloloskan untuk depriksa adalah melalui gugatan ke

peradilan TUN.

<hr>This thesis describes that is not uncommon for a Notary to be one of the parties in the legal suit, in

relation to his/her authentic deed. According Article 66 UUJN, in valuating the above-mentioned matter, the

District Supervisory Magitrate (MPD) must consider the Professional Code of Ethic (KEP) and the

regulation to determine whether the elements of wrongdoings. MPD is deemed to be tha last effort to give an

approval or permit the Notary to be called for investigation and by investigator, public prosecutor and the

judge. Legal protection towards Notary is needed if the above-mentioned is able to uphold the honor and

integrity of the Notary in the performing his/her duty as public official, who is performing the public task in

the field of private/civil law. The purpose of this research is to understand how the legal protection towards

a Notary is guaranteed by not involving Notary in the in the investigation in court. This thesis uses the

Normative Research Method. This thesis concludes that the provisions in the relevant law do not specifically

regulate the legal protection in the situation where the Notary is not involved in the court's investigation,

however, Notary can use his./her special rights to deny presence in the court (hak ingkar), if the Notary

reckons that his/her rights is being violated then, legal effort (appeal) can be made through the Court of

Publis Affairs (TUN). This research recommends that there should be a uniform understanding among

MPD, investigator, public prosecuter and the judge in investigating the Notary in his/her authority as a

https://lib.ui.ac.id/detail?id=131161&lokasi=lokal


public official, and filing legal effort(appeal) towards the MPD's Decision in allowing tha process of

investigation towards the Notary.


